BAB 11
DINAMIKA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

Shinzo Abe adalah Perdana Menteri Jepang pada
periode 2006-2007 dan menjabat kembali pada periode 2012-
2015 dan 2015-2018. Masa kepemimpinannya membuat
Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri ketiga dengan masa
jabatan terpanjang setelah Perang Dunia®. Pertama kali
menjabat pada tahun 2006 pada umur 52, Shinzo Abe adalah
Perdana Menteri termuda sekaligus merupakan Perdana
Menteri yang lahir setelah Perang Dunia Il. Abe terkenal
sebagai sosok politikus yang agresif di Tokyo, ia menonjol
terutama karena keinginannya untuk mengamandemen Pasal 9
Konstitusi Jepang. Latar belakang kehidupannya, manuver-
manuver yang dilakukannya serta kepentingan dan kebijakan-
kebijakannya akan dibahas di bab berikut.

A.  Kehidupan Shinzo Abe di Lingkungan Politisi

Lahir di Tokyo pada 21 September 1954, Shinzo Abe
berasal dari keluarga dengan sejarah politik yang kuat. la
adalah cucu dari Nobusuke Kishi, Perdana Menteri Jepang
pada periode 1957-1960 dan anak dari Shintaro Abe.
Lingkungan keluarga menjuluki Abe dengan nama “the
prince” saat pertama kali menjabat sebagai perdana menteri
Jepang pada tahun 2006.

Dikenal di Asia sebagai politikus yang berani, banyak
pihak menilai hal tersebut dikarenakan pengalaman yang
Shinzo Abe alami pada masa kecil dan remaja. Dalam sebuah
buku yang ia tulis dan publikasikan pada tahun 2006,
sebelum menjabat menjadi Perdana Menteri untuk yang
pertama kalinya, Shinzo Abe mengaku bahwa ia merasakan
stigma sebagai cucu dari politisi sayap kanan Nobusuke Kishi,
seorang mantan Menteri Perindustrian yang pada masa perang

Bhttps://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Abe-shows-staying-power-
as-Japan-s-third-longest-serving-leader (diakses pada 26 September 2016)
14 Shinzo Abe, Towards a Beautiful Country: My Vision for Japan, 2006
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ditahan oleh Pasukan Aliansi sebagai penjahat perang kelas-A.
Kishi dinilai sebagai intelek Jepang yang condong pada sayap
kiri. Orang-orang melabelinya sebagai hantu bagi militerisme
dan sistem politik Jepang. Namun demikian, Kishi tidak
dituntut, dan pandangan anti-komunisnya membantu Kishi
bebas di tahun 1948. Nobusuke Kishi kembali terjun ke dunia
politik dan menjadi Perdana Menteri dari tahun 1957 hingga
1960. Kishi lah yang pada awalnya ingin mengubah sikap
pasifis pada pasal 9 dalam konstitusi Jepang.

Sewaktu menjabat Perdana Menteri, Kishi memperkuat
aliansi militer Jepang dengan Amerika Serikat dengan
merevisi Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat di
tahun 1960. Hal ini tidak terjadi dengan mulus, kebanyakan
kaum intelek Jepang pada saat itu, yang bersimpati dengan
negara sosialis, sangat kritis terhadap aliansi militer Jepang-
Amerika Serikat dan pembentukan Self-Defense Forces.
Mereka mengklaim bahwa aliansi dan kehadiran militer
tersebut melanggar Konstitusi. Sebaliknya, menurut para
intelek liberal yang condong ke kiri, aliansi militer tersebut lah
yang memungkinkan Jepang untuk tetap fokus pada sumber
dayanya, mengembangkan ekonomi dan membantu menjaga
keamanan yang stabil di Asia selama Perang Dingin.
Pencapaian besar Nobusuke Kishi adalah berhasil merevisi
Perjanjian Keamanan Japan-AS, “Saya ingin mewujudkan
keinginan kakek untuk memperbaiki kemerdekaan sejati dari
Jepang,” Abe menulis dalam bukunya.

Shinzo Abe memulai pendidikannya di Sekolah Dasar
Seikei, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Seikei dan
Sekolah Menengah Atas Seikei. Kemudian, ia mendaftar di
Universitas Seikei untuk mempelajari ilmu politik dan lulus
pada tahun 1977. Setelah kelulusannya, Shinzo Abe pergi ke
Amerika Serikat untuk mempelajari kebijakan publik di USC
Sol Price School of Public Policy di California Selatan.
Namun, Abe hanya belajar selama tiga semester dan kembali
ke Jepang pada awal tahun 1979.

Saat Shinzo Abe berada di Sekolah Menengah Atas, dia
teringat bahwa siapa saja yang diidentifikasi sebagai seorang
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yang konservatif dianggap sebagai pro pemerintah, dan tidak
ada gunanya. “Sejak kecil, di mata saya, Kakek adalah
negarawan yang berpikir untuk masa depan negara”, ungkap
Shinzo Abe. Nobusuke Kishi yang wafat pada tahun 1987
telah lama menjadi panutan nomor satu Shinzo Abe sebagai
politisi.

Pendirian konservatif dan agresif Abe juga melingkupi
keinginan untuk mengubah atau memperbaiki Konstitusi
Jepang, diantaranya; untuk mengakhiri larangan pemerintah
pada pertahanan kolektif; untuk memperkuat aliansi militer
Jepang-Amerika Serikat, bahkan untuk memperbarui sistem
edukasi dengan mencabut guru-guru yang bermasalah dan
condong ke sayap kiri. Sejalan dengan visi kakeknya, Abe
juga ingin memperkuat komitmen militer Jepang dengan
Amerika Serikat.

Ayah dari Shinzo Abe, Shintaro Abe, adalah seorang
Menteri Luar Negeri.

Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1991, Abe
mengajukan diri dan memenangkan kursinya di Diet pada
tahun 1993. Sebelum memasuki dunia politik, Abe menjabat
sebagai sekretaris ayahnya Shintaro Abe. Abe muda
mendampingi ayahnya pada sekitar dua puluh perjalanan
diplomatik dan secara langsung menyaksikan diskusi dengan
pemimpin-pemimpin dunia, termasuk salah satunya ialah
pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Sejak itu fokus
utama Shinzo Abe adalah diplomasi dan nasionalisme, sebuah
sentimen yang mereda di tengah pasifisme masyarakat pasca
perang.

Dalam buku setebal 232 halaman yang ditulishya,
Shinzo Abe menyebut sedikit tentang makroekonomi atau
kebijakan keuangan. la mendedikasikan enam dari tujuh bab
dalam buku tersebut mengenai pendapat-pendapatnya dalam
hal diplomasi, nasionalisme, dan pendidikan. Satu bab
mengenai sistem keamanan sosial negara dan angka kelahiran
yang rendah. “Terus terang, wilayah spesialisasi saya adalah
keamanan sosial dan dan saya tidak terlalu familiar dengan
isu-isu keuangan”, pernyataan Abe dikutip dari sebuah
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wawancara yang terbit di website berita Gendai Business pada
29 November. Ide-ide kebijakan keuangan Abe sebagian besar
berasal dari para penasehatnya, terutama Yoichi Takahashi,
mantan pejabat Menteri Keuangan yang sekarang menjadi
Profesor di Universitas Kaetsu di Tokyo, dan Koichi Hamada,
Profesor emeritus di Universitas Yale.

B.  Pemerintaha Shinzo Abe Periode 2006 — 2007

Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi secara
resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Anggota kabinet
Koizumi juga dibubarkan. Ini sebagai formalitas guna
memberikan jalan bagi Shinzo Abe menggantikan posisi
Koizumi. Koizumi mulai berkuasa pada April 2001. Figur
berusia 64 tahun itu menjadi salah satu PM terlama
memerintah di Jepang setelah Perang Dunia Il. Meski masih
populer namun Koizumi memutuskan untuk mundur ketika
masa jabatannya sebagai pemimpin partai berkuasa
Jepang, Liberal Democratic Party berakhir pada bulan ini.
Reformis Koizumi akan digantikan oleh konservatif Abe yang
tadinya merupakan tangan kanan Koizumi sebagai Kepala
Sekretaris Kabinet.

Di masa jabatannya pada periode ini, Shinzo Abe
memiliki kebijakan yang bertentangan dengan pasal 9 dalam
upayanya untuk mengamandemen pasal 9 tersebut. Daftar
kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1

Kebijakan Shinzo Abe yang bertentangan dengan pasal 9
(2006 - 2007)

No | Tahun Kebijakan Keterangan
1. 9 Januari | Meningkatkan status
2007 Badan Pertahanan Jepang
menjadi Departemen
Pertahanan
2. 2007 Mengirim  SDF  (Self- | Mendukung ~ AS  dalam

Defense Force) keluar | pertempuran di Afghanistan
wilayah Jepang untuk
membantu aliansi Jepang
yang terancam

3. 2007 Memperkuat aliansi | Menurut Departemen
militer dengan AS Pertahanan, terdapat lebih
dari 52 ribu personel militer
AS di Okinawa Jepang.
Yokosuka di Jepang adalah
pusat armada kapal ketujuh
AS, vyang mengerahkan
sekitar 20 kapal, termasuk
kapal induk permanen satu-
satunya USS Ronald Reagan.

Setelah hampir setahun pemerintahnya dinodai korupsi
dan mengalami penurunan dukungan rakyat, PM Shinzo Abe
mengumumkan pengunduran dirinya dengan alasan sakit. Abe
menyatakan bahwa Jepang membutuhkan seorang pemimpin
baru yang dapat didukung dan dipercayai oleh rakyat. Jepang
membutuhkan pemimpin baru dalam perang melawan
terorisme. Media Jepang mengatakan partai yang berkuasa
sedang merencanakan pemilihan untuk mencari pengganti Abe
pada tanggal 19 September 2007.

Dari semula tekad Shinzo Abe adalah untuk
meningkatkan keikutsertaan Jepang dalam keamanan global

18




dan mengubah undang-undang dasar negara Jepang yang anti
perang. Sebelumnya, Abe mengancam akan mengundurkan
diri jika parlemen tidak memperpanjang dukungan angkatan
laut Jepang bagi pasukan Amerika yang bertempur di
Afghanistan. Dukungan yang memungkinkan angkatan laut
Jepang mengisi bahan bakar kapal-kapal perang koalisi di
Samudera Hindia itu akan berakhir pada 1 November. Pada
bulan Juli, partai oposisi mengalahkan koalisi Abe yang
berkuasa di pemilihan Majelis Tinggi. Partai oposisi yakni
Partai Demokrat menentang perpanjangan dukungan tersebut.
Para pengamat mengatakan pengunduran diri Abe mencegah
pihak oposisi melakukan pemungutan suara menentang misi
Afghanistan.”

Pernyataan pengunduran diri Perdana Menteri Jepang
yang memangku jabatan sejak September 2006 ini datang tiba-
tiba. Senin sebelumnya Abe masih berapi-api mengeluarkan
pernyataan di depan parlemen mengenai masalah politik dalam
negeri. Akan tetapi jajak pendapat menunjukan warga Jepang
menganggap performa politik Abe selama ini kurang
meyakinkan. Pemicu terakhir keputusan Abe untuk mundur
adalah sikap keras kubu opisisi yang menolak tawaran
pembicaraan dari Abe.

Di depan publik, Shinzo Abe dengan percaya diri
mengundang pemimpin partai oposisi terkuat Ozawa untuk
membicarakan perpanjangan msa berlakunya undang-undang
anti teror. Sekembalinya dari pertemuan puncak kelompok
Kerjasama Ekonomi Negara Kawasan Asia Pasifik APEC
pekan lalu, Abe mengaitkan masa jabatan dengan
perpanjangan undang-undang tersebut. Tekanan internasional
dari sisi Amerika Serikat dan sekutu Jepang lainnya untuk
tetap menyediakan bantuan logistik menjadi tema penting.
Senin lalu dalam pidatonya di depan parlemen, Abe
menekankan pentingnya Jepang memenuhi  kewajiban
internasional.

15«Shinzo Abe Mengundurkan Diri sebagai PM Jepang,”,
https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2007-09-12-v0a6-85274722/45037.html
(diakses pada tanggal 22 Desember 2018)
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Pada dasarnya pihak oposisi  setuju  untuk
memperpanjang masa berlakunya undang-undang anti teror
tersebut. Tapi oposisi juga mengetahui kelemahan Perdana
Menteri dan memanfaatkan kesempatan untuk menekan terus
Abe. Ternyata upaya itu berhasil. Kini tampaknya dukungan
partai yang memerintah Partai Liberal Demokrat (LDP)
pimpinan Abe terhadapnya juga memudar. Setelah Abe
mengumumkan pengunduran dirinya, Sekretaris Jenderal
Partai LDP yang saat ini memangku jabatan Menteri Luar
Negeri Jepang Taro Aso mengumumkan bahwa tanggal 19
September mendatang akan diadakan pemilihan Ketua Partai
yang baru pengganti Abe. Menurut Aso, saat ini terdapat tiga
calon kandidat Ketua Partai LDP vyaitu dirinya, mantan
Menteri Keuangan Sadakazu Tanigaki dan Sekretaris Kabinet
saat ini Kaouru Yosano.

Abe juga menyatakan alasan mengundurkan diri akibat
kurangnya dukungan warga dalam rencana reformasi. Dalam
masa jabatannya yang kurang dari satu tahun saja, terdapat
beberapa menteri kabinet yang mengundurkan diri dan terjadi
berbagai skandal. Dengan mengadakan pemilihan Perdana
Menteri baru pada 19 September mendatang, partai politik
yang memerintah LDP dapat mencegah pemilihan baru di
Majelis Rendah, yang dapat mencegah berlanjutnya kekalahan
seperti pada pemilihan Majelis Tinggi yang dilakukan sebulan
yang lalu.’® PM Shinzo Abe kemudian digantikan oleh Yasuo
Fukuda.

C. Pemerintahan Shinzo Abe Periode 2012 — 2018
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan
kabinet barunya tak lama setelah parlemen memilihnya
sebagai kepala pemerintahan baru Jepang, Rabu 26 Desember
2012. Dari susunan kabinet baru ini terlihat Abe ingin fokus
menanggulangi berbagai masalah ekonomi. Seperti diwartakan
sebelumnya, partai pengusung Abe, Partai Demokrat Liberal

16 “PM Jepang Shinzo Abe Umumkan Pengunduran Dirinya”, 12 September 2007,
https://www.dw.com/id/pm-jepang-shinzo-abe-umumkan-pengunduran-dirinya/a-
2932384 (diakses pada 20 Desember 2018)
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(LDP), menang telak dalam pemilihan umum 16 Desember
lalu. Bersama rekan koalisinya, LDP menguasai dua pertiga
kursi majelis rendah parlemen Jepang. Beberapa nama anggota
kabinet baru Abe dikenal sebagai rekan lama dan sekutu
dekatnya. Salah satunya adalah Taro Aso, yang ditugasi
menjadi Menteri Keuangan.

Seperti Abe, Aso juga pernah menduduki jabatan
Perdana Menteri Jepang. Abe menjabat PM Jepang periode
2006-2007, sementara Aso menjabat pada periode 2008-2009.
Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Akira Amari
ditunjuk Abe menduduki posisi Menteri Pemulihan Ekonomi.
Dalam kampanyenya, Abe menjanjikan sejumlah kebijakan
baru untuk mengakhiri stagnasi ekonomi yang dialami Jepang
beberapa tahun. la berjanji membuat kebijakan fiskal yang
lebih longgar untuk memotong deflasi dan memperendah nilai
tukar mata uang yen guna membuat ekspor Jepang kembali
kompetitif.

Rekan lain Abe di partai, Toshimitsu Motegi, ditunjuk
sebagai  Menteri  Perdagangan.  Sejumlah  kalangan
memprediksi Motegi juga akan diberi tanggung jawab
mengurusi kebijakan energi Jepang, terutama terkait dengan
pemanfaatan energi nuklir pasca bencana Fukushima. Abe
juga  berjanji  mencari cara menangani  semakin
membengkaknya utang luar negeri Jepang. Dia juga akan
mempercepat upaya pemulihan pascabencana gempa dan
tsunami tahun lalu. “Upaya rekonstruksi pasca bencana dan
pemulihan ekonomi adalah prioritas utama tugas kami,” ujar
Ketua Sekretaris Kabinet yang baru, Yoshihide Suga. Meski
demikian, sejumlah pakar ekonomi Jepang memprediksi tak
banyak hal baru yang bakal dihasilkan dalam berbagai
kebijakan ekonomi pemerintahan Abe kali ini.

Terkait urusan luar negeri, Abe menunjuk Fumio
Kishida sebagai Menteri Luar Negeri. Kishida dikenal sebagai
pakar soal Kepulauan Okinawa di Jepang selatan. Kepulauan
itu sejak lama menjadi persoalan, terutama Kini saat warga
Jepang di sana makin marah dan menuntut pengurangan
jumlah tentara AS yang ditempatkan di sana. Tercatat sekitar
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20.000 tentara AS ditempatkan di kepulauan itu saat ini. Untuk
menangani persoalan tersebut, Abe juga menunjuk rekan
separtainya, Itsunori Onodera, sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Abe menekankan
keinginannya membuat Jepang kembali sebagai pemain utama
di tingkat dunia. Selama ini Jepang dinilai banyak tertinggal,
baik secara ekonomi maupun politik luar negeri, terutama
dibandingkan negara tetangganya, Cina. Abe juga pernah
menegaskan bakal mendukung penuh upaya menginterpretasi
ulang konstitusi pasifis Jepang yang disusun setelah Perang
Dunia 11, terutama untuk melonggarkan sejumlah aturan yang
mengekang militer Jepang selama ini. Berikut dicantumkan
daftar kebijakan Abe pada table 2.2 di halaman 23.
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Tabel 2.2

Kebijakan Shinzo Abe yang bertentangan dengan
pasal 9 (2012 —2018)

No Tahun Kebijakan Keterangan
1. | Desember | Mencetuskan Strategi
2013 Keamananan Nasional
atau NSS  (National
Security Strategic)
2. 2013 Mendirikan “Dewan
Keamanan Nasional” yang
bertujuan  melenyapkan
pengawasan parlemen atas
militer
3. 2013 Parlemen Jepang
mensahkan uu
Perlindungan Rahasia
Negara
4. April Mencabut Larangan | Larangan tersebut sudah
2014 Ekspor Senjata berlangsung selama hampir
satu setengah abad
5. | Juli 2014 | Mengakhiri/Mengapus Pemerintah menafsirkan
Larangan Hak atas | ulang  konstitusi  yang
Pertahanan Kolektif mengizinkan Jepang
sehingga memiliki hak atas
pertahanan diri kolektif
6. 2014 - Peningkatan anggaran | Anggaran pertahanan
2016 pertahanan, mencapai US$ | Jepang sebelumnya tidak
49 miliar yang merupakan | pernah lebih dari 1% GNP
ke lima terbesar di dunia
7. 2015 Membangun Kekuatan | Laporan  Credit  Suisse
Militer Research Institute di tahun

2015 menuliskan bahwa
militer Jepang merupakan
yang terkuat keempat di
dunia
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8. 2015

Majelis Tinggi Parlemen

meloloskan RUU yang
memungkinkan SDF
militer  Jepang) untuk
terlibat dalam

pertempuran  di luar

perairan Jepang

UU yang memberi militer
otorisasi untuk
berpartisipasi dalam konflik
asing

9. | November

SDF Bergabung dalam

Jepang akhirnya menarik

2016 Operasi Penjaga | pasukan perdamaian yang
Perdamaian PBB tersisa dari sebuah misi di
Sudan Selatan pada bulan
Mei 2017
10. 2017 Meloloskan RUU  Anti
Teror

Beijing langsung bereaksi dengan pembentukan kabinet
baru di Jepang ini dengan melontarkan harapan kedua negara
bisa segera bekerja sama untuk mempererat hubungan. ”Kami
harap Jepang bekerja sama dengan Cina dengan ketulusan dan
membuat langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai
masalah yang relevan melalui dialog dan negosiasi,” tutur juru
bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, di
Beijing. Sementara itu, Partai Demokrat Jepang (DPJ), yang
kini menjadi partai oposisi, Selasa lalu menunjuk pemimpin
baru menggantikan mantan PM Yoshihiko Noda setelah
kekalahan telak partai itu. Mantan Menteri Ekonomi kabinet
Noda, Banri Kaieda, menggantikan Noda. Kaieda sebelumnya
bersaing dengan mantan Menteri Transportasi Sumio
Mabuchi. Dalam presentasi mereka, dua tokoh itu sama-sama
tidak jelas menyebutkan arah kebijakan DPJ di masa
mendatang.

Di dalam negeri, meskipun “Abenomics” belum
menghasilkan semua hasil yang diinginkan, termasuk
reformasi struktural utama, ekonomi Jepang umumnya dalam
kondisi yang jauh lebih baik daripada ketika Abe menjabat
posisi Perdana Menteri dari pendahulunya pada tahun 2012.
Abenomics pada dasarnya terdiri atas tiga pilar yaitu stimulus
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fiskal, pengurangan persoalan moneter, dan strategi
pertumbuhan (untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1)

Gambar 2.1
Abenomics

Abe juga telah meminimalisir agenda revisinya untuk
konstitusi pasifis Jepang menjelang pemilihan Presiden Partai,
dengan alasan perbaikan hubungan antara pemerintah Jepang
dan Cina. Stabilitas dan keberlanjutan dalam kepemimpinan
politik merupakan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang
di Jepang, karena sebelumnya Jepang melewati fase
memalukan ketika terjadi pengunduran diri enam Perdana
Menteri berturut-turut sepanjang tahun 2006 hingga 2012.

Di Jepang, pengunduran diri seorang pejabat publik
terhitung sering terjadi. Pejabat publik memilih mengundurkan
diri secara terhormat jika merasa gagal memenuhi amanahnya
sebagai pejabat publik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa
Bushido, landasan etika penduduk Jepang, yang menjadi akar
keumuman itu. Awalnya, Bushido merupakan kode etik bagi
para Samurai yang terdiri dari nilai-nilai seperti integritas,
keberanian, hormat, kejujuran, menjaga kehormatan hingga
menghargai tradisi.

Boye Lafayette De Mente dalam bukunya Japan's
Cultural Code Words: 233 Key Terms That Explain the
Attitudes and Behavior of the Japanese”(2004:49)
mengungkapkan hingga saat ini nilai-nilai dalam konsep
Bushido masih dipraktikkan oleh pemimpin dan penduduk
Jepang. Salah satu nilai dalam Bushido adalah Meiyo, yakni
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nilai dalam menjaga nama baik atau menjaga harga diri
dengan memiliki perilaku yang terhormat. Maka, tak heran
jika pemimpin Jepang banyak lebih memilih mundur
terhormat."” Lihat Gambar 2.2 di bawah berikut.

Gambar 2.2
Para Pemimpin Dunia yang Mundur Karena Merasa
Gagal

Mundur Karena
Merasa Gagal

Lee Chih-kung

Menteri Ekonomi Taiwan

Mengundurkan diri setelah
kerusakan pabrik gas alam yang
menyebabkan pemadaman listrik &

Choi Joong Kyung

Menteri Ekonomi Korea Selatan

Mengundurkan diri karena
pemadaman [istrik massal yang
menimbulkan kemarahan
masyarakat

George Papandreou

Perdana Menteri Yunani

Mengundurkan diri terkait krisis
berkepanjangan di Yunani

Naoto Kan
Perdana Menteri Jepang
Mengundurkan diri ketika merasa

gagal memperbaiki Jepang setelah
tsunami

Yukio Hatoyama

Perdana Menteri Jepang

Mengundurkan diri ketika gagal
memenuhi janji kampanye untuk
memindahkan pangkalan militer
Amerika dari Okinawa

tirtoid

Isu amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang kembali
mengemuka ketika pada pembukaan sesi sidang Parlemen
Jepang pertengahan Oktober 2013, Perdana Menteri Shinzo
Abe menyampaikan pidato yang mengindikasikan bahwa ia
tetap meneruskan rencana mengamandemen Konstitusi Pasifis

' https://ftirto.id/mereka-yang-mengundurkan-diri-karena-merasa-gagal-cuZB (diakses
pada tanggal 20 Desember 2018)
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Jepang. Langkah Abe tersebut menimbulkan perdebatan dan
penolakan di dalam negeri, dan mengundang perhatian negara-
negara tetangganya di kawasan'®,

Perubahan terhadap Pasal 9 akan memberikan dampak
besar bagi kebijakan keamanan nasional Jepang. Selama ini
pemerintah Jepang memahami bahwa merupakan sebuah
pelanggaran terhadap konstitusi jika Jepang menggunakan
kekuatan pertahanannya untuk mempertahankan negara lain
sementara Jepang sendiri tidak berada dalam serangan
langsung. Interpretasi tersebutlah yang hendak diubah oleh
Pemerintahan  Abe, sehingga memungkinkan Jepang
menggunakan SDF untuk menghadapi serangan terhadap
sekutu-sekutu Jepang, termasuk AS. Argumen bahwa Jepang
tidak akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban
internasionalnya, misalnya di bawah PBB, tanpa didukung
kekuatan militer yang normal juga melandasi upaya Abe.

Pada kenyataannya dalam tahun-tahun belakangan ini
Jepang telah mengambil langkah menuju peran kemiliteran
yang normal. SDF telah beberapa kali berpartisipasi dalam
pasukan militer multinasional yang dipimpin oleh AS,
misalnya keterlibatan dalam perang di Afghanistan. SDF juga
bergabung dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Di
Afghanistan kapal-kapal laut Jepang beroperasi di Samudera
Hindia untuk memberi bahan bakar dan bantuan logistik
lainnya bagi pesawat-pesawat AS. Di bawah PM Junichiro
Koizumi, pasukan Jepang juga bergabung dalam misi penjaga
perdamaian di Irak. Penempatan pasukan di Irak merupakan
keikutsertaan pertama ke dalam zona perang sejak PD Il. Misi-
misi semacam itu selalu memicu perdebatan publik mengenai
apakah tindakan semacam itu bertentangan atau tidak dengan
Konstitusi Jepang.

Karena itu pula Abe menginginkan Pasal 9 diubah agar
lebih sesuai dengan realita SDF saat ini. Untuk melancarkan
upayanya mengamandemen Pasal 9, Pemerintahan Abe
terlebih dahulu berupaya mengubah Pasal 96 yang mengatur

'8 Rizki Roza, “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang terhadap Kawasan”,
Info Singkat Hubungan Internasional VVol. V, No. 20/11/P3DI/Oktober 2013
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proses perubahan konstitusi. Dengan mengubah Pasal 96, Abe
bermaksud  untuk  mempermudah  proses perubahan
konstitusional lainnya, termasuk mengamandemen Pasal 9.
Sekalipun partai Abe, Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP)
mendominasi di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, langkah
pemerintahan Abe tidak akan berjalan mudah karena menurut
hasil jajak pendapat 59 persen responden menyatakan menolak
perubahan atas Pasal 9.

Di periode kedua pemerintahannya pun (2015-2018)
upaya Shinzo Abe mengamandemen konstitusi pasifis
mengalami naik turun. Sebelumnya, pada September 2013 di
hadapan Majelis Umum PBB, Abe menyatakan Jepang
menganut prinsip ‘“Pasifisme Positif”. Abe mendirikan
“Dewan Keamanan Nasional” yang bertujuan melenyapkan
pengawasan parlemen atas militer. Masih di tahun yang sama,
parlemen Jepang mensahkan UU Perlindungan Rahasia
Negara. Abe berdalih bahwa UU ini hanya akan diterapkan
pada kebocoran rahasia negara yang mengancam keamanan
nasional, diplomasi, keselamatan publik, dan tindakan-
tindakan kontra-terorisme. UU tersebut dapat memenjarakan
PNS yang membocorkan rahasia negara selama 10 tahun dan
jurnalis yang mendukung pembocor rahasia bisa mendapat
ancaman bui lima tahun. Delapan puluh persen warga
Jepang menolak UU tersebut.

Pada 2014, Abe mencabut larangan ekspor senjata.
Setahun berikutnya, setelah mengadopsi interpretasi baru
terhadap pasal 9 Jepang melakukan misi global bersama AS.
Fasilitas-fasilitas militer baru pun mulai dibangun di Okinawa,
Guam, kepulauan Mariana, dan kepulauan di barat daya
Jepang yang berbatasan dengan Taiwan. Partai Liberal
Demokratik Jepang tengah mempertimbangkan amandemen
pasal 9. Respons publik terbelah. Empat puluh sembilan
persen responden survey yang diselenggarakan Kyodo News
mendukung amandemen sementara 47 persen menentang.
Sementara menurut polling NHK, 25 persen mendukung,
dengan 57 persen menentang, untuk lebih jelasnya lihat
Gambar 2.3
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Gambar 2.3
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Stockholm International Peace Research
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Pada 2015, Majelis Tinggi Parlemen meloloskan RUU
yang memungkinkan SDF (militer Jepang) untuk terlibat
dalam pertempuran di luar perairan Jepang. Tujuan
diloloskannya RUU ini adalah memperluas kapasitas militer
dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.
Dengan latar belakang tersebut, terpilihnya Shinzo Abe untuk
duduk di kursi perdana menteri membuka ruang penguatan
militer dalam kerangka memproyeksikan kekuatan Jepang
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secara regional secara bertahap. Gavan McCormack, Profesor
emeritus kajian Asia Timur dari Australian National
University, mencatat enam langkah Abe mengubah Jepang
dari “negara damai” ke “negara perang.'®”

Beberapa kebijakan dan gagasannya, seperti revisi
konstitusional, belum populer di kalangan pemilih Jepang,
tetapi secara keseluruhan Abe telah menyuntikkan dinamisme
baru ke dalam ekonomi dan kebijakan publik domestik, serta
telah muncul sebagai salah satu pemimpin politik utama di
panggung internasional. Abe telah melakukan banyak
perjalanan jauh secara luas dalam rangka memperoleh rekan
dan mitra di hampir semua benua di seluruh dunia. Shinzo Abe
mengambil peran kepemimpinan dalam negosiasi Kemitraan
Trans-Pasifik ketika sekutu utamanya, AS, mundur. Shinzo
Abe bukan seorang nasionalis dengan pemikiran sederhana.
Tergantung pada situasi diplomatik, Abe dapat menunjukkan
fleksibilitas yang realistis bagaimana ia membawa dirinya
sendiri. Selama masa kampanye pemilihan umum presiden
untuk Partai Demokratik Liberal pada bulan September 2018,
Abe meningkatkan pandangan retorik agresifnya untuk
menarik pendukung nasionalis.

Pada tanggal 16 Desember 2018 saat pemilu Lower
House, di mana LDP sudah diperkirakan akan menjadi
pemenang dan Shinzo Abe sudah jelas akan menjabat kembali
menjadi Perdana Menteri, ia menurunkan sikap agresifnya
agar tidak memperburuk hubungan diplomatis dengan Cina
dan Korea Selatan. Abe mengesampingkan ide-ide diplomatik
provokatif ~ yang  terdahulu, termasuk  diantaranya
menempatkan pejabat pemerintah di pulau Senkaku dan batal
mensponsori upacara nasional peringatan hari Penggabungan
Takeshima-Jepang 1905. Sengketa Jepang dan Korea Selatan
mengenai Takeshima, pulau kecil berbatu di Laut Jepang,
yang disebut Dokdo ini, hingga sekarang belum terselesaikan.
Abe sebaliknya mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi

¥ Windu Jusuf, “Jepang di Bawah Abe: Makin Kanan, Makin Militeristik”, 25 Juli
2017, https://tirto.id/jepang-di-bawah-abe-makin-kanan-makin-militeristik-ctkz
(diakses pada tanggal 22 Desember 2018)
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yang kuat, yang sebelumnya bukan menjadi poin utama
kepentingan Shinzo Abe.

D. Shinzo Abe Terpilih Menjadi Perdana Menteri

Periode 2018 — 2021

Presiden Cina Xi Jinping di tahun 2018 telah
mengesahkan amandemen konstitusi yang menghapuskan
batasan jangka waktu lima tahun untuk dua periode
kepresidenan di Cina, yang pada dasarnya menjadikan dirinya
sebagai presiden Cina seumur hidup. Pada waktu yang sama,
partai yang berkuasa di Jepang, Partai Demokrat Liberal
(LDP/Liberal Democratic Party) pimpinan Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe melakukan perubahan dalam peraturan
partai yang mengizinkan presiden partai untuk mengupayakan
masa jabatan ketiga, alih-alih batasan saat ini berupa dua
periode yang masing-masing selama tiga tahun. Tidak seperti
di Cina, perubahan di Jepang merupakan masalah internal
partai. Aturan baru ini membuka jalan bagi Abe untuk
mengupayakan masa jabatan ketiga sebagai presiden partai
pada bulan September 2018, ketika masa jabatannya yang
sekarang berupa periode kedua selama tiga tahun akan
berakhir. Abe akan menjadi Perdana Menteri terlama dalam
sejarah parlementer Jepang selama lebih dari satu abad,
mengalahkan Taro Katsura pada masa sebelum perang dan
Eisaku Sato sesudah perang.?

Awal tahun 2018, prospek Abe tenggelam, menyusul
pengungkapan kemungkinan keterlibatannya dalam dugaan
skandal nepotisme. Namun, dalam beberapa bulan terakhir,
tingkat popularitasnya telah pulih dan mencapai lebih dari
50%, naik dari kisaran 30% sebelumnya. Meski rakyat Jepang
masih menginginkan penjelasan yang memuaskan tentang
keterlibatan Abe dalam kontroversi, berbagai pihak di ranah

2 pyrnendra Jain (Professor Kajian Asia di Universitas Adelaide, Australia),
“Analisis Jalan Mulus Shinzo Abe Menuju Perdana Menteri Terlama di Jepang”.
Artikelnya ini pertama kali muncul di The Interpreter milik Lowy Institute.
(https://www.matamatapolitik.com/analisis-jalan-mulus-shinzo-abe-menuju-
perdana-menteri-terlama-di-jepang/ (diakses pada tanggal 20 Desember 2018)
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kebijakan dalam dan luar negeri telah menyatakan
dukungannya agar Abe melanjutkan jabatannya sebagai
Perdana Menteri. Pendekatan garis kerasnya pada Korea Utara
dan keterampilan diplomatiknya kepada Presiden Amerika
Serikat Donald Trump sangatlah diapresiasi di Jepang.

Koalisi pimpinan Demokrat Liberal Abe
mempertahankan dua pertiga “mayoritas super” di Majelis
Rendah Parlemen dalam pemilihan 22 Oktober 2018,
mengembalikan kemampuan Abe untuk merevisi konstitusi.
Shinzo Abe yang pada bulan September memenangkan
kepemimpinan Partai Demokrat Liberal memiliki mandat yang
lebih kuat dari perdana menteri sebelumnya untuk bergerak
maju dengan persenjataan dan penyebaran ekstra-teritorial
Jepang. Kepercayaan dirinya tampak. “Abe sekarang yakin
bahwa Pasukan Pertahanan Jepang akan tetap menjadi
organisasi hukum, itu didasarkan pada keputusan Mahkamah
Agung 1959 vyang mengatakan bahwa pasukan itu
konstitusional, terlepas dari Pasal 9 Konstitusi tersebut,” kata
Todd Crowell, penulis dari The Coming War Between China
dan Japan. Tantangan hukum seperti itu sepertinya tidak
mungkin. “Partai Komunis menentang SDF, tapi saya tidak
yakin orang-orang menginginkan situasi yang tidak
menyenangkan ini,” kata Crowell. Selain keyakinannya untuk
mengerahkan militer yang eksentrik dan mampu berekspedisi,
Abe ingin mewujudkan peran Jepang yang lebih luas di dunia,
karena adanya ancaman keamanan dari negara tetangga yaitu
Korea Utara dan Cina.
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